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Peng'antar ^
Ciri khas dari proses perubahan di

banyaknegarasedangberkembang,ditandai
antaralain, ketidakmerataan pertumbuhan
yang semakinlebar.^ Ketidakmerataan ini
tidak hanya menandai hubungan antara""
lapisan dankelompok-kelompok ekonomi,
tapijugatermanifestasikandalam hubungan
kota-desa dan sektor-sektor ekonomi.

Sektorindustri yang sampai sekarang
diyakinisebagal "panglimapembangunan
ekonomi" yang sangat tangguh, dalam
realitanyajuga banyakmenimbulkanekses
negatifyangcukupkomplek. Industrialisasi-
yang dikembangkan dengan tujuan untuk
mensejahterakan masyarakat,^ yang salah
satunya adalah kemampuannya- dalam
menampung aliran-tenaga kerja, temyata
belum mampu membereskan permasalahan
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"pengangguran yang kronis.^
Kebijakan industrialisasi yang

mengabdi kepada pertumbuhan ekonomi,
dalam situasi melimpah ruahnyapenawaran
tenaga kerja, jelas tidak berfungsi dalam
usaha penyerapan tenaga keija yang ada.
Lebih "dari itu, ada kecenderungan bahwa
berbagaijenis industri kecil dan kerajinan
tersaingi. secara langsung, dan sebagian

1) Lebih jauh tentang paradigma
perkembangan dapat dilihat antara lain_ Ian
Roxborough, Teori-teori Keterbelakdngan, LP3ES,
Jakarta 1990 < '

2)SuinilroDjojohadikusuino,/'errfagartga«
dan IndustriDalani Pembangunan, LP3ES, Jakarta,
1987hal5I-78

3)Lihat juga Arif Hartono, Gugalan Kdum
BuruhTcrhadapKetimpangandalamlnduslri,1\yiTi^\
Ekonomi TH. I Vol.3 Juni 1994, FEUII, Yogyakarta
haI52-58
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terpaksa guluhg tikar. Dalam aspek yahg
lain, mekanisasi pertanian yang dijalankan
telah pula menghempaskan ke luar banyak
tenaga kerja; termasuk wanita, dari tempat
mereka selama in! hidup dan mencari
nafkah.

Peibedaantingkatpertumbubanyang
mencolok antara desadan kota—sementara

itu sektor pertanian dirasakan kurang
memberi harapan lagi bagi masa depan -
menjadikanmasyarakatpedesaan terpikat
untuk "hijrah" ke kota guna berburu
kesempatan keija yang lebih menjanjikan
hariesok,maka teijadilahalirangelombang
tenaga kerja yang membludak menuju
perkotaan.

Mereka yang terutamaterhempaske '
luar sektcirpertaniandantanpapenyerapan
di dunia industri yang lebih padat modal,
kemudian berkelana diantara keduanya. >
Mereka ini, para pedagang kaki lima,
pedagang kecil, gelandangan, pemungut
sampah, peiiibantu rumah tangga dan

' sebagainya,membentuklaskarraksasayang
bemama sektor irifonnal/ Menunit Keith
Hart fehomena kemunciilan "ekonomi
bawah tanah (underground economics)"
yangtumbuhsuburdiperkotaan inisebagai
implikasidaribi^peikembangan ekonomi
perkotaan yang kian terbelah.

Kajian terhadap ketimpangan desa-
kotasertakontroversi terhadapkeberadaan
"ekonomij^anan" menjadi sangatmenarik
untuk dicermatidikarenakan permasalahan
ini sudah sedemikian kronis dan telah

menelan korban "kaum papa" yang tidak
sedikitJumlahnya. Para laskar mandiri ini
hams menelan pil pahit sebagai akibat dari
penanganan masalah kemiskinan dan

ekonomi informal perkotaan khususnya
yang belum beranjak dari pola kebijakan

ortodok: usir,dan gusurdemi kebersihan,
keamanan dan kenyamanan kota.^
Meskipuri harus diakui terdapat teberapa
kebijakan yang terpuji,® tetapi masalah
kemiskinan dan iriformalisasi yang
berkembang masih jauh dari jangkauan
kebijakanyang seringsangalbersifat mikro.

Potret Kemiskinan Kota

Distorsi paradigmakemiskinantelah
menjadikan pembahasan . tentang
kemiskinaii kota tidak sepopuler kajian
tentang kemiskinan desa. Fenomena ini
muncul dilatarbelakangi oleh adanya realita
bahwa sebagian besar masyarakat dunia
ketiga ~ termasuk didalamnya Indonesia-
- tingg^didaerahpedesaan,sehingga secara
kuantitatif sebagian besar kemiskinan pun
ada di pedesaan.

Distorsi irii tampaknya semakin
menggejala dengan digulirkannya Inpres
Desa Tertinggal .(IDT)' bukan Inpres

4) Kajian lebih jauh mengenai masalah
industrialisasi dalamkaitannyadengan pembangunan
antara lain Sritua Arief dan Adi Sasono, Indonesia:'
Ketergantungan danKeterbelakangan, LSP, Jakarta,
1981. . '

5) Kasus-kasus penggusuran becakTgarukan
pedagang'asongan dan kakilima, penyempitan
wilayah operasi bajaj dan ojek serta penggusuran
pemukiman kaum pinggiran adalah refleksi real dari
pola kebijakanyang sangat mikro dan parsialistik.

6) Antara laindapatdilihatdari gerakankali
bersih. upaya pembangunan-lingkungan kumuh
menjadi perusahaan yahgdiprioriiaskan untuk warga
marginal tersebut serta beberapa upaya pembinaan
usaha pembinaan dalam berbagai model patronase.

7) Istilah desa tertinggal digunakan karena
dirasakan lebih halus (tetapi pada esensinya^sama), -
dan secara psikologis mempunyai keuntungan yang
lebih, dalam iipaya pengeht^annya mengingat-set-
ting budaya ketimuran sangat lekat dengan
masyarakat'Indonesia, terlebih yang ada dipedesaan.
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Daerah Tertingg^ - sebagai upaya terapi
tertiadap koiidisi kemiskinan yang telah
kronis. Walaupun dalam
operasionalisasinya IDT tidak
meninggalkankelurahan-kelurahan miskin
yang ada di perkotaan, tetapi paling tidak
penggunaan istilah desa tertinggal sempat
membuat "iri" para pemerhati dan
masyarakat kota tertinggaVkemiskinan
koto.

Tanpa menafikkan arti penting
pengentasan desa tertinggal,® realita lain
yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa
ternyata perkotaan pun mertylmpan
masyarakat miskin yang tidak kecil
jumlahnya. Hal ini nampak jelas pada
banyaknya perkampungan-perkampungan
kumuh, gubug-gubug tempel, pengemis-
pengemis jalanan, pemulung sampah atau
bahkan komplek lokalisasi WTS yang
hampir dapat ditemui di setiap kota yang
ada di Indonesia.'

Skelsadi atasmemberikangambaran

bahwa sebenamya kemiskinan tidak hanya
ada di pedesaan, namun kemiskinan kota
jugamerupakanpermasalahan yang serius.
Jumlah masyarakat golongan miskin di
perkotaan cukupbesar. Datadari Bappenas
sebagaimana lerlihat pada tabel 1
menunjukkan bahwa, pada tahun 1976
diterhukan 38,79% atau 10 juta penduduk
kota dalam keadaan miskin (pada tahun
yang sama penduduk desa yang miskin
sebesar40,37%=44,2jutajiwa), sementara
padatahunl993 diperkotaanmasihterdapat
13,45% atau 8,7jutapenduduk yang miskin
(di pedesaan 13,79%=17,2jutajiwa). Data
ini menunjukkan bahwa selama 17 tahun
kemiskinan di perkotaan hanya terjadi
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•penurunan sebesar 13%, sedangkan di
pedesaan penurunan jumlah orang miskin

sebesar 61,09%. Ini berarti penurunan
jumlah kemiskinan di kota jauh lebihlambat
dibanding yang terjadi di pedesaan.

Tab'el 1 :

Batas Persentase dan Jumlah Penduduk

Miskin 1976- 1993

T*Imi

0*Ut MSIbA
PmtnaM P*nMui Msui

^umlAh Mam

lOaimi Jwai

Kou K<n 0«u lKu4m <011 Dm <sti4)*u

1976 4S22 2.649 36.79 40.37 40.08 10.0 442 542

1978 4969 2.991 30.64 33^9 33-31 6.3 369 47.2

t9S0 S33t 4 449 29.04 28.42 28.56 95 328 42J

1981 9.777 S877 28.06 26.85 26.65 9.3 31 3 40.6

1984 13.731 7.746 7.746 23.14 21.64 9.3 25 * 35.0

1987 17.381 10.294 10 294 20.14 1742 9.7 ' 20 3 30.0

1990 29.614 13.295 13 295 16.75 15.08 9.4 17 8 27.2

1993 27 905 18244 13244 13.45 13.67 9,7 172 25.9

Sumber: Mubyarto, 1994

8) Pada dasamya kemiskinan desa dan kota
mempunyai kelerkaitan yang sangat erai, bahkan
tidak dapat dipisahkan. Karena dari berbagai teori
yangadasertadidukungbanyakpenelitianditemukan
bahwa kemiskinan di pedesaan inerupakan faklor
pendorong utama terjadinya migrasi penduduk dari
desa kc kota.

9) Lihai antara lain John. L. Taylor,
Kampung-kainpung Miskin dan Tempal
Pengelompokan Penghuni Liar di Kola-kota Asia
Tenggara, dalam Parsudi Suparlan "(editor),
Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 1993 hal 90 - 98
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Kemiskinan di perkoiaanmerupakan
masialah yang laten dan kompleks yang
implikasi sosial dan kebudayaannya bukan
hanya melibatkan dan mewujudkan
berbagai masalah sosial yang ada di kota
yan^ bersangkutan saja aiaupun hanya

, menjadi masalah bag!orang miskin di kota
tersebut, tetapi melibatkan juga masalah-
masalah yang ada di pedesaan dan dikota-
kota lainnyadan melibatkan juga golongan-
golongan sosial lainnya yang ada di
perkotaan maupun di pedesaan baik secara
langsung maupun tidak langsung-.
Ketidakmampuan dalam mengangkat
masyarakatmiskindi peikotaanmerupakan
masalah yang gawat^ karena akan sangat
dimungkinkan munculnya proses
pemiskinan baru sebagai dampak dari
urbanisasi yang masih sangat sulit
dibendung sedangkan mereka belum

' mendapatpenangananyang memadai.'®.'
Telaah kemiskinan kota semakin

mempunyai arti penting ketika ditemukan
kenyataan bahwa terjadi kenaikan

- pendapatan rata-rata golongan kaya
perkotaan lebih cepat dibanding golongan
miskin, sementara di pedesaan sudah teijadi *
percepatan kenaikan pendapatan rata-rata
yang lebih baik bagi penduduk miskin
dibanding dengan golongan kaya." .

Migrasi Desa - Kota: Telaah tentang
Motivasi dan Informalisasi Sektor

Ekonomi

Padahakekatnyamobilitaspenduduk
merupakan refleksi peibedaanpertumbuhan

' danketidakmerataanfasilitaspembanglinan
antara satu daerah dengan daerah lain.
Orang-orang dari daerah yang fasilitas

.pembanguhannya kurang. aksm bergerak
menuju kedaerahyangmempuhyai fasilitas *

pembangunan yang lebih baik. Demikian
jugateijadi gerakmobilitaspenduduk antara
desa dan kota didorong karena peitumbuhan
desa -masih ketinggalan daripada
peitumbuhan kota. Ditambah lagi.dengan
kenyataan baliwa fasilitas pembangunan
kota jauh lebih lengkap daripada fasilitas
pembangunan desa.-

Sekalipun. demikian, tingkat arus
gerak penduduk tersebut tidak terlepasdari
karakteristik sosial ekonomi dan sosial

budaya daerah yang bersangkutan.
Terbatasnya sumberdaya' alam dan
kebutuhan ekonomi akan menjadi fakior
pendorong bagi orang-orang untuk pergi
d^ daerahnya. Tetapi dipihak lain, nonna
sosial dalam kehidupan masyarakat
setempat bisa menjadi salah satu alasan
untuk tid^ pergi menihggalkan desanya."

Gejda mobilitas penduduk (tenaga
kerja) dari desa ke kota di satu pihak gejala

inimerupakankomponen daripeitumbuhan
perkotaan (urban growth), di pihak lain
menunjukkan adanya masalah-masalah
sosial ekonomi di daerah yang cukiip
memprihatinkan." ' -

10) Lihat Edy Suandi Hamid.
Penangguiangan Kemiskinan di Indonesia (Catalan
program IDI dan Kemiskinan kota), Unisia, Ull,
Yogyakaria, No. 21.1994.-Hal 88 -94

11) Lihat Parsudi Suparlan (editor),
Kemiskinan di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 1993, Hal XV

12) Asep Djaja Saefulali, Mobiiitas Penduduk
dan Perubahan di Pedesaan, Prisma, Jakarta: No. 7,
1994, hal 35-47

13) Kartini .Syahrir, Migrasi Tukang
Bangunan: Beberapa FaktorPendorong, Prismia, (5),
hal 47 -'60 lihat juga Charles Adam,'Pertambahan
Penduduk dan Peryerbuan Daerah Kota, dalam
Parsudi Suparlan (Penyunting) Op. Cit hal. 59 - 74.
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Dalam rangka menjelaskan niat
bermlgrasi, beberapa leori lelah
diperkenalkan antara lain: (1) "stress-
threshold model" atau lebih terkenal dengan
"place utility model", "residential satisfac
tion model" atau "residential prefrence
model" (2) "The human capital approach"
(3) "contextual analysis" dan (4) "Value
expectancy model". Kombinasi atau
inicgrasi semua tcori icrscbul telah
dibcberkan dalam model "place-utility and
behavior intentions".'"'

Ide dasar dari stress-threshold

model adalah bahwa individu merupakan
makhluk rasional yang mampu memilih
altematif terbaik dengan membandingkan
untung dan rugi. Individu biasanya
membandingkan lempai tinggal yang ada
dan yang diharapkan befdasarkan
pertimbangan untung dan ru'gi. Kalau
penilaian terhadaptempat tinggal sekarang
negatif atau kurang menguntungkan, maka
usaha mencari lempai tinggal yang baru

hai^s segera direalisasikan.
Model human capital pada

prinsipnyadidasarkanatasteoripembuatan
keputusan individual, dengan menekankan
aspek investasi dalam rangka peningkatan
produktivitas manusia. Dalam model ini
niat bermigrasi lebih ditentukan usaha
mencari kesempatan keija dan pendapatan
yang lebih baik. Migrasi dianggap sebagai
suatu bentuk investasi individu, yang
diputuskan setelah yang bersangkutan
terlibatdalam kalkulasi biaya dan manfaat.
Model ini lebih lanjut dikembangkan.oleh -
Todaro, bahwa keputusan bermigrasi
merupakan respons terhadap harapan
tentang penghasilan yang akan diperoleh di
kota dibandingkan dengan yang
diterimanya di pedesaan, dan kemingkinan
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memperoleh pekerjaan (Push-full factor
theory).'^ Sektor modem/fomial dianggap
sebagai daya tarikutama terhadapkeputusan
bermigrasi karena penghasilan yang
diperoleh di sektor tersebut lebih tinggi,
sementara sektor informaldianggapsebagai
"holding tank" bagi migran yang belum
sempat tertampung di sektor formal.
Pemikiran tersebut kemudian direvisi olch

beberapa ahli. Cole dan Sanders melihai
bahwa teori yangdilontarkanTodaro hanya
khusus berlaku bagi para individu yang
memiliki aspek human xapital seperti
pendidikan. Padahal, dalam kenyataannya
banyak yang tidakmemiliki aspek tersebut
tetap pindah ke kota. karena daya tarik
sektor informal.

Anallsis kontekstual memusalkan

perhatiannya pada pengaruh latar belakang
struktural. Faktor-faktor daii situasi

ekstemal makro harus dipertimbangkan
karena faktor-faktor tersebut dapat
berfungsi sebagai pendorong atau
sebaliknya sebagai penghambat dalam
pengambilan keputusan bermigrasi. Faktor-
faktor tersebut meliputi karakteristik
daerah-daerah asal dan tujuan, kesempatan
kefja, tingkat upah, tahah dan sistem
pemilikannya, ikatan keluarga, sistem
warisan, jaringan transportasi dan
komunikasi, dan akses terhadap berbagai
fasilitas dan pelayanan, faktor ikllm, pro
gram pemerintah dan sebagainya.

Fokus utama dari model Value

ecpectancy mempelajari hubungan antara

14) Yeremian T. Keban, Studi Niat
Bennigrasi di Tiga Kota. Prisma, Jakarta : No. 7,
1994, hal 17-33

15) Lihal Michael Todaro. Peinbangun^n
Ekonomi Dunia Kaliga, Erlangga, Jakarta.
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sikap, nilai persepsi dan niat bermigrasi.
Menurut model ini, niat bermigrasi
dipengaruhi oleh berbagai jenis nilai dan
harapan uniuk memperoleh nilai-nilai

•tersebut yang terdiri dari kekayaan, status,
kemandirian affiliasi dan moralitas.

Model integratif mengasumsikan
bahwa^niat bermigrasi secara langsung
dipengaruhi oleh tiga faklor yaitu persepsi
tentang placeutility, latarbelakang pribadi

. dan struktural. Persepsi tentang place util
ity merupakan variabel intervening antara"
latar belakang struktural dan individual,
dengan niat bermigrasi.

Kemiskiiian, perbedaanlingkatupah
dan kesenipatan keija desa dan kota telah
menimbulkan gelombang migrasi nienuju
perkotaan. Meningkatnya angkatan keija
secara bombatis (baby boom) di pedesaan
lidak dapat tertampung dalam dinaniika
ekonomi pedesaan yang belum beragam
menyebabkan mereka meniilih migrasi ke
kota, baik melalui migrasi permanen
maupun migrasi sementara. Migrasi

• prematur.ini tidak mungkin tertampung
sektor formal yang menuritut adanya
keahlian dan atau pendidikan yang relatif
tinggi. Sebagai altematif - walaupun
merupakanpilihanyang teipaksa - mereka

• akhimya larut dalam dinamika kehidupan
sektor informal.

Pendekatan Neoklasik dari Lewis

maupunRanis-Fei yangmendasaikanpada
asumsi bahwatransformasi ketenagakeijaan
dari sektorpertanian menujusektor industri
merupakan suatu proses yang kontinum
menjadi tidak relevan lagi dalam konteks'
Indonesia, karena proses jndustrialisasi
yang terjadi tidak diikuti oleh tihgkat
penyerapan tenaga keija yang memadai.

Menurut prediksi model linier

kerangkamodelRanis-Fei-Lewisfcnomena
sektor informal akan'iuntas pada akhir
dekade 1990-an dengan berbagai syarat
bahwasektorindustribisamenyerap tenaga
Keija dengan peitumbuhan penyerapan
setinggi 5,2%. Pada tahun 1999
diperkirakan tidak ada lagi tenaga. keija
berlebihah (labour surplus) karena industri
sektor telah berhasil menyerap semua
kelebihan tenaga keija yang terlempar dari.
sektorpertanian sebagaimana tampak pada
tabcLberikut

I

Tabel 2:

Angkatan Kerja di Indonesia
Tahun 1974 - 1999

Menggunakan Model Ranis - Fei

IS7« IS79 ItM 1U9 1M4 l$>9 P*>Tun««Mn

0 . i to 1S 29 29 1%)

W.9 412 SI2 P.9 as '74: 2J

wstaPwaiwxui 39 ai 219 a) 29' 211

TXFranotOtiri:* di) 17.9 t7l lit a.i 211 012

USMOM^U' 119 ts.l 24.9 at 4112 12: 92

TXcidic*)ia<g.l;filU) 27.9 271 3L« U.4 1]1 US 29

FMvWtfangi 92 O.lS 0.11 11 ots 9:

TXCMMitAilt' 10 77 It 0;

Sumber: Bruce Glassbumer dan Aditya
wan Chandra, Teori dan Kebijakan ekono
mi Makro. LP3ES, JaKarta, 1979,
hal. 189-191.

/

Model ekonomi-Ranis-Fei tersebut.

lebih banyak mempertimbangkan faktor-
faktor ekonomi yang rasional dengaii
anggapan bahwa proses komersialisasi
scktorpeftaniandanindustrialisasiberjalan
secara otomatis tanpa pengaruh
kelembagaan-kelembagaan sosial, ,budaya
danpolitik. Dalam kenyataan,fakior-faktor
tersebut merupakan pengaruh nyata
terhadap perkembangan dan proses
transformasi tenaga keija di Indonesia.
Masalah kebijaksanaan pemerintah pun
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sesungguhnya merupakan explanatory
vonafte/yangpcnting dalam menerangkan
masalah ketenaga keijaan dan fcnomena
sektorinfomial scbagai pcnampunglcnaga
kerja yang potchsial.

Dualisme Ekonomi: Kajian Ringkas
tentang Fragmentasi Sektor Ekonomi

Perubahan-perubahan mcndasar
yang tcrjadi di pcdesaan sclama bcberapa
dekade terakhir ' menghasilkan
perekonoinian kota yang benvajah ganda.
Padasatusisi perckononiiankota'mendapat
sentuhan dinamika ekonomi global disisi
lain slmkturekonomi rakyat yang rapuh di
pcdesaan teriranplantasi ke kota.

Teori ekonomi ganda (dualistic
economictheoryj^^yangdikembmgkdnJ.li.
Bocke meninjau penentangan antara desa,
timur, prakapitalisme dandilain pihak kota,
barat.kapitalismcdan apaciri-ciri hubungan
ekonomi diantara kelompok-kelompokdari
dunia itu. Inti teori ekonomi ganda
menyat akan bahwa sifat sosial ganda adalah
pertamngan antara sistem sosial impordari
luarmelawansislem sosial asliyangbergaya
tersendiri.

Dalam masyarakat ganda, salah satu
dari sistem-sistem sosial yang menonjol,
biasanya yang termaju, diimpor dari luar
dan hidup dalam lingkungan yang baru
tanpaberhasilmenyisihkan atau menyerap
sistem sosial lain yang telah lama tumbuh
disitu, maka disini hadir sistem yang
dualistis danpluralistis. Dalamsistem sosial
dan ekonomi yang dualistis ini terdapat
karakteristikketerpisahandari suatusistem
menjadi dua bagian (tradisional-modem),
yang berinteraksi secara tidak seimbang
dan komplek sifatnya.

Sementara itu^ Michael Todaro
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menerangkan eksistensi dualisme dengan
unsur-unsur sebagai berikul:
1. Dualisme merupakan kondisi taianan

yang berbeda dimana yang kual dan
yang lemah dapat saling terkait
kcberadaannya dalam ruang dan wakiu
yang sama.

2. Ko-eksistensi kedua tatanan tersebul

bersifat kronis dan bukan merupakan
tanda adanya transisi. Keadaan.ini
merupakan fenomena yang akan hilang
karena waktu. Kesenjangan antara yang
kuat dan yang lemah cenderung
langsung karena tatanan dan
kelembagaan masing-masing berbeda.

3. Derajal kesenjangan supcrioritas dan
inferioritas terbukti tidak scmakin

rendah, bahkan ada tendensi

kesenjanganyangcenderungmeningkat.
4. Interrelasi antara unsur yang kuat dan

yang lemah tidak membuat yang kuat
mampu menarik yang lemah. Dalam
kenyataan, perkembangan yang kuat
justeru menekan perkembangan yang
lemah.

Potensi Ekonomi Sektor Informal

Dalam mengkaji masalah poiensj
yang dimiliki sektor infomial, terdapat

1^) Teori ekonomi ganda dapat diiclusuri
dariJ.H.Boeke,EconomicPolicyof Dualsocietesas
Exeinplefied By Indonesia, H.D. Tjeeenk Wiliink &
Zoon N.V. Haarla'n, 1953, atau dalam lerjeinahaan
ringkas J.H. Booke, Meemperkenalkan Teori
EkonomiGanda.dalamSajogyo (pcnyunting),Bunga
Rainpai Perekonomian Dcsa, Yayasan Obor Indo
nesia & Yayasan Agro Ekonomika, 1982, hal 1-38.
Sedangkan untuk keperluan praktis telaah .sektor
informal lihat, Didlk J. Rachbini, ekonomi informal

perkotaan hal. 18 - 39, juga dalam Hidayat, Sektor
Informal dalam siruktur Ekonomi Indonesia , LSP
Jakarta, 1980.
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perbedaan yang sangat kontras di kalangan
para ahli yang terbagi dalam dua kutub
besar, yallugolongan transisidsingolongan
struktural."

Pendapat lama atau golongan'
transisi menganggap bahwa eksistensi
sektor infonnal hanya sementara, dan akan
hilang di kemudian hari bila pembangunan
ekonomi telah berjalan mantap, Teori ini
menganggap sektor infonnal sebagai
kegiatan yang tidak produktif karena
bersifat stagnant dan sementara. Golongan
ini menolak dengan tegas tesis yang
menyatakan bahwa hambatan yang
mengekang laju pertumbuhan sektor in
fonnal datang dari pemerintah sebagai
akibat dari terlalu besamya perhatian
pemerintah lintuk menumbuhkan sektor
formal.'^ Implikasi pandangan golongan
ini ada dua: Pertama, bahwa tidak ada .

gunanya memisahkan sektor kota menjadi
sektor formd dan sektor infonnal; Kedua,

pada suatu saat kegiatan sektor informal
akan mengeruL dan menghilang setelah
kesempatan kerja di sektor formal meluas.

Sementara itu golongan struktural
melihatbahwakemunculansektorinformal

sebagai dampak dari adahya hambatan
struktutal dalam pembangunan yang
bersumberdari: (1) strategi pembangunan
yangmenimbulkanberbagaidistorsi dalam
pasar kerja/barang/jasa/uang yang
cenderungmenganaktirikansektorinformal
demisektorformal;(2)strukturpasardunia
yang merupakan kegiatan produksi yang
padat karya di dunia ketiga;, (3) kepadatan
penduduk di daerah pedesaan yang relatif
tinggi sehihgga pekerjaan di sektor
pertanian kian mengecil.

Paradoks dengan golongan transisi,
golonganstmktural}MS\&r\xmenilai bahwa

sektor informal sebagai sesuatu yang
dinamik, efisien danmenguntungkansecain
ekonomik, Pelaku-pelakunya mempunyai
potensi kewiraswastaan yang kreatif.
Menurut golongan ini, kegiatan yang tidak
efisien dan kecilnya skala kegiatan sebagai
dampakdari kebijakanmenganak-emaskan
sektor formal. Pandangan ini membawa
implikasi: Perrama, jurang pemisah antara
kedua sektor di daerah perkotaan dapat
diperkecil kalau sumber-sumber
dialokasikan secara lebih merata dan

proteksi terhadap sektor formal dapat
dikurangi dan dialihkan kepada sektor in
formal yang selama ini tertinggal dan
ditambah lagi harus menyerap kerawanan
sosial akibat penggusuran yang tersamar
maupun terbuka, karena strategi
industrialisasi yang dipilih; Kedua, bahwa
perlu diupayakan adanya suatu kaitan baru
yangdapatmenyatukan kedua sektoryang
selama ini terpisah secara dikotomis.

Problema Mendasar Sektor Informal
dan Aitematif Kebijakan

Studi mengenai kemiskinan dan
sektor infonnal semakin terasa diperlukan
karenaparapelakunyadi sektor ini semakin
tidak mendapat tempat yang tepat dalam
konteks totalitas kebijakan pemerintah.
Masalah keterbelakangan sering dikaitkan
tidak saja dengan m'asalah kelemahan in
ternal mereka yang terlibat di sektor in-

17) AdiSasono.PembinaanSektorlnformasi
: KoperasiSebagaiPelihan Kelembgaan, dalam Sri
Edi Swasorio (editor), Sistem Ekonomi dan
Demokrasi Ekonomi, UI Press, 1985, hal 247 - 257

•18)Lihat kembali " Push-pullTheory" nya
Todaroyangkemudian disempurnakan olehbanyak
ahli antara lainCole,SanderssertaTemple danjuga
Suharso dkk.
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formal, tctapi juga dikailkan dengah
masalah eksiemal mercka yang sifatnya
struktural. Masalah struktural scperti ini
nampak Icbih dominan sebagai akar
masalah kondisi keleibelakang^di negara-
negara scdang berkembang.

Di negara-negara sedang
berkembang -- termasuk Indonesia --
masalah mendasaryang bersifat struktural,
dirumuskan sebagai bcrikut
1. Makin memburuknya perbandingan

antara luas tanah dengan jumlah
penduduk, seita memburuknya bentuk

.pola pemilikan atas tanah
2. Meningkatnya baikjenis pengangguran

yang terselubuhg maupun yang terbuka
serta berlakunya upah yang rendah.
Sclain itu, juga meningkatnya jumlah
kaum ploretariat di kalangaii petani

3. Semakin kuatnya kekuasaan birokrasi
negara yang bersifat nepotistik dan
feodal. serta makin luasnya korupsi
dalam birokrasi

4. Mcmbesamya kekuasaan golongan
minoritastennasukorangasingdibidang
ekonomi khususnya di sektor
perdagahgan dan investasi

5. Adanya dualisnie sosial, ekonomi dan
teknologi.

Dalam kondisi tersebut di atas,

penyelesaiankemiskinandi perkotaantidak
dapat hanya dengan mengandalk'an
rembesan/tetesan dari kebijakan makro dan
program pembangunan yang hanya
mengabdi pada pertumbuhan. Pemerinlah
dan para pelaku ekonomi itu sendiri perlu
mempeihatikannasibgolonganmiskinini.^

Masalah yang fundamental yang
menjadi penyebab sulimya berkembang
sektor informal ialah: Pertama^ sikap
pemerinlah danpengusahabesarlndonesia
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yang dingin terhadap persoalan itu. Kedua,
sektor informal belum mempunyai "nilai
jual" sebagaijaminankreditbank (temiasuk
BankDunia). Ketiga, perlakuan pemerintah
terhadap banyak usaha sektor infomial di
berbagai kota, yang tercennin dalam
berbagai gerakan "razia". Ribuan gerobak,
becakdan bungkus^dii^ia tanpa prosedur
hukutn karena mereka dituduh melanggar
hukum. Kecmpau bisajugakarena pengaruh
mazhab pemikiran ekonomi dan yang
Kelima, mas^ah-masalah sektor informal
tidak ^mendapat perhatian dan tidak
mendapat dukungan politis oleh karena
samp^ dengan dekade 1970-anmasihterasa
adanya sindron politis ekonomi berskala
kecil. Kalau membela yang kecil>kecil dan
melarat akan dianggap miring, membela
kaum proletar atau kaum marheinis.^^

Berbagai penelitian sektor informal
yang dilakukan di Indonesia adalah upaya
menjelaskan fenomena interaksi serta
mengenali sosok ekonomi infonnal telah
menghasilkan sebelas ciri pokok yang
bersifat kualitatif:"

_ 19) Dorojatun Kuntjorojakti (editor) ,
Kemiskinan di Indonesia. Yaya.san Obor Indonesia,
Jakarta, 1986, hal l-32

20)Trickle down effect sudah tidak diyakini
banyak ahli sebagai proses terapi alamlah terhadap
ketimpangan pembangunan, karena lerbukti ketika
terjadi pertumbuhan ekonomi yang linggi, tingkat
kemiskinan yang tinggi Jetap menjadi golongan
mayoritas dan masih menjadi beban bagi sistem
ekonomi secarakeseluruhan.

21) NurimansyahHasibuan. Bayang-bayang
Ekonomi: Klasik Sektor Infonnasi dan Pengentasan
Kemiskinan,MajalahUnisiaNo.21,UII,Yogyakarta,
1994. hal. 11 -^24

22) Adi Sasono, Pembi^aan Sektor Informal
: Koperasi Sebagai PilihanKelcmbagaan, dalamSri
Swasono (ed) Sistem Ekonomi dan Demokrasi
Ekonomi, UtPrcss, Jakarta, 1985 hal 247 - 256
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1. Kegiatan usaha tidak lerorganisirsecara
baik, karena timbulnya unit usaha tidak
mempefgun^an fasilitas/kelembagaan
yang tersedia di sektor formal

2. Pada. umumnya unit usaha tidak
' mempunyai ijin usaha

3. Pola kegiMan usaha tidak teratur, baik
dalam arti lokasi maupunjam kerja

4. Pada umumnya kebijakan pemerintah
untuk membantu golongan ekondmi
lemah tidak sampai ke sektor ini

5. Unit usaha mudah keluar dan masuk

satu sub-sektor ke lain sub-sektor

6. Teknologi yang digunakan bersifat
primitif

7. Mod^danpeiputaranusaharelatifkecil,
sehingga skala operasi juga relatif kecil ^

8. pendidikan; yang diperlukah untuk '
menjalankan usaha tidak memerlukan
pendidikan formal, karena, pendidikan
yang diperlukan diperoleh dari
pengalaman sambii keija

9. Pada umumnya unit usaha termasuk
golonganone-man enterprise dankalau

mengeijakan buruh berasaldari keluarga
lO.Suniber dana modal usaha pada

umumnya berasal dari tabungan sendiri
ataulembaga keuangan yang tidak resmi

ll.Hasil produksi atau jasa terutama
dikonsumsi oleh golongan m^asyarakat
kola/desa yang beipenghasilan rendah.
dan kadahg-kadang juga golongan
mehengah.

Bila karakteristik sektor informal

tersebutlebihdiklasifikasi untukkeperluan
komparasi giina mengetahui kekuatan-
kelemahan sekaligus positioning sektor
infonnal dalam ekonomi yang dualistik,
maka ditemukan perbedaan karakteristik
antara sektor foimal dan informal yang
ditunjukkan tabel berikut

23)Hidayat, Seklor Informal DalamStruktur
Ekonomi Indonesia, dalam Profil Indonesia 1979,
LSP, Jakarta, 1980hal.37

Tabel 3
Perbedaan Karakteristik Sektor Infonnal dan Sektor Fomial

Karakteristik

..Modal

Teknologi

Organisasi

Kredit .

Serikat Buruh

Bantuan Pemerintah

Hubungan dengan desa

Sifat Wiraswasta

Persediaan barang

Hubutigan Kerja

Sektor Formal

Relatif mudahdiperoleh
Padat modal

Birokrasi ,

Dari lembaga keuangan resmi

.Sangat berperan

Renting untuk kelangsungan hidup

One-way traffic untuk kepehtingan
sektor formal

Sangat pada proteksl dan impor
Jumlah besar dan'kualitas balk

Berdasarkan kontrakkerja . ' ,

Sektor Informal

Sukar diperoleh

Padat karya

Keluarga

LK tidak resmi

Tidak berperan

Tidak ada

Saling menguntungkan

Berdikari

Jumlah kecil dan kiialitas

berubah-ubah-

Asas saling percaya
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Dari kpmparasi tersebut didapati
bahwa sektor informal merupakan sektor
yang tidak bisa dianggap sekedar black
economy, karena dia mempunyai
karakteristik kemandirian yahg tinggi dan
cukup resisten walau tanpa proteksl dan
yang lebih urgen lagi menjadi katup
pengaman gelombang tenaga keija yang
kian melimpah.

Kesulitan pcmerintah dan birokrasi
untukmenggarapdanmembangunekonomi
informal secaratuntas sering teibenturoleh
beberapa kendala
1. Kurangnya pengetahuan deskriptif

maupun walitis mengenai jenis, unit
dan luas kegiatan ekonomi informal ini

2. Tidak mempunyai kekuasaan birokrat
untuk inencapai daerah pedesaan,
pinggirankota, dan pemukinankumuh
yang kebanyakan digeluti oleh pelaku
ekonomi informal ini

3. Kurangnya tenaga yang mampu
mengetahui dengan baik seluk beluk
ekonomi informal ini

4. Diterapkanperaturandimprosedurkaku
serta tidak luwes dalam sektor infomial

5. Terdapat suatu kenyataan yang
sederhana, yaitu tidak adanya sumber.
danayangdapat mencakup permintaan
sektor tradisional yang luas ini.

Untuk itu ada beberapa hal yang
perlukiranyamendapatperhatian berkaitan
dengan keberadaan sektor informal:
Pmama, masalah batasan sektor informal
agar itiasalah dan sasaran dapat lebih
mengena. Kedua, upaya yarig mencoba'
untuk mempercepat pengubahan cara
pandangdanlebihcepatpulaadalahmencari
upaya-upaya yang lebih cocok untuk
membina dan mengembangkan sektor in
formal.
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HalKetiga, adalah aspek pendekatan
metodologis. Olch karena bagi pcrencana
dan juga pelaksana pembangunan sektor
inimasih merupakansektorrernang-remang
(greysekror)yang tidakperludiperhatikan.
Hal ini mungkinkarenahanyamelihatnilai
tambah dan produktivitas yang relatif
rendah, tetapi melupakan aspek lain yang
relatif lebih penting, yakni penyerapan
tenaga kerja dan pemanfaatan sumbcrdaya
lokal ataupun domestik untuk kebutuhan
domestlk lokal, domestik dan juga ekspor.

Hal Keempat, adalah peran^ infra
struktur sosial ekonomi. Dalahi membina

dan mengembangkan sektor informal,
dalambanyakhalprogramsosialtampaknya
ceiiderung lebih diprioritaskan daripada
program, ekonomi. Prioritas ini sering
dibalik, sehingga menimbulkan
ketidaksiapan kelompok sasaran. Program
ekonomi bukannya tidak penting, tetapi
untuk suksesnya program ekonomi, pro
gram sosialsering menjadi hambaian pada
tahap awal.

Hal Keiima, adalah aspek
kelembagaan yang menyangkut mikro dan
makro. Pengertian kelembagaan bukan
hanya fisik, tetapi yang tidak kurang
pentingnya adalah kelembagaan yang
bersifat flsik, nilai-nilai kehidiipan seperti
tradisi dan perilaku individu dan kelompOk
yang mendukung tercapainya tujuan^
pembangunan yang membaku dalam
berinteraksi"

24) Didik J. Rachbini op. ci( Hal 13

25) Nurimansyah Hasibuan, Loc cit
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Penutup ^
Sudahsejak pelaksanaan RepelitaII

disadari bahwa mengenai sasaran
pemerataan dan keadilan jauh lebih sulit
ketimbang sasaran stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi. Sebabnya adalah
karena stabilitas ekonomi bisa dicapai
melalui suatu kebijakan terpusat
(sentralistik) dan pertumbuhan ekonomi
yang cepat bisa dicapai melalui strategi
ekonomi yang benar-benarberiumpu pada
golongan ekonomi kuat (betting on the
strong).

Sebaliknya sasaran pemerataan dan
keadilan memerlUkansyarat lain yang sulit
dipenuhi tetapi tak bisa ditawar lagi yaitu
partisipasi dari semua kelompok ekonomi
khususnya kelompok ekonomi rakyat yang
lemah. Pemerataan dan keadilan sulit

^ menjangkau kelompok ekonomi lemah
karena mereka tidak mempunyai akses ~
walau dalam batas minimal -- terutama

modal dan teknblogi untuk berpadisipasi
dalam aneka kegiatan yang sangat
kompetitif dan sekaligus monopolistik-
oligopolistik. Untuk itu langkah-langkah
konkrit perlu dilakukan agar pemerataan
dan keadilan bisa terwujud melalui strategi
kebijakan ekonomi yang langsung
melibatkan mereka dalam kegiatan
ekonomi.

Persoalan sektorinfonnal selama ini

lebih banyak dilihat bukan karena masalah
internal ddri sektor tersebut, melainkan

karena posisi struktural yang kurang
menguntungkansehinggasektorini kurang
berkembang. Dengan demikian
pemecahannya tidak bisa dilakukan hanya
m'embenahi struktur internal dari sektor

informal, melaiitkan harus terintegrasi
dengan pemecahan masalah struktur luar

secara makro.

Persoalanlainpadasisi pemerintahan
daerahjuga harus diselesaikan, karena pada
level birokrasi itulah persoalan ekonomi
informal mehgalami kemacetan akibat dari
pola kebijakan langsung (direct approach)
karena dianggap mengganggu kehidupan
ekonorni yang formal. Seharusnya dampak
negatifyang ditimbulkan harus diatasi lewat
pranta dan kelompok-kelompok yang sudah
melembaga dikalangan mercka sendiri,
sehinggakebijaksanaan pemerintah bersifat
tidak langsung (indirect strategy) yang
bersifatmenstimulasi mereka yangbergerak
di sektor informal untuk berkembang lebih
jauh dan pindah ke sektor yang lebih baik.
Dua hal terpenting yang harus
dipertimbangkan dalam membina sektor
informal adalah: unsurkewirausahaan dan

semangat mereka untuk mengelak dari
ketidakberdayaan yang diciptakan oleh
sistem yangsempitsertapeluang partisipasi
yang terbaias.
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